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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBENIHAN TANAMAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa benih tanaman merupakan salah satu sarana budidaya
tanaman yang mempunyal peranan yang sangat menentukan dalam
upaya peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman yang
pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani dan
kesgjahteraan masyarakat, oleh karena itu sistem perbenihan
tanaman harus mampu menjamin tersedianya benih bermutu secara

memadal dan berkesinambungan;

b. bahwa plasma nutfah merupakan unsur yang sangat mendasar dalam
kegiatan pemuliaan tanaman dan mempunyal peranan yang sangat
menentukan bagi perolehan benih bermutu, sehingga pelestarian
plasma nutfah yang merupakan kekayaan nasiona perlu
ditingkatkan guna menunjang usaha pengembangan budidaya

tanaman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b, sebagai
pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman dipandang perlu mengatur perbenihan

tanaman dalam Peraturan Pemerintah;
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. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);

. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang K etentuan-ketentuan

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun
1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya

Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3478);

. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,

lkan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  PEMERINTAH  TENTANG  PERBENIHAN
TANAMAN.

BAB I...
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Perbenihan tanaman adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan

pengadaan, pengel olaan dan peredaran benih tanaman.

Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok
mahluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat
dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan

jenis unggul atau kultivar baru.

Habitat tumbuhan adalah lingkungan tempat tumbuhan dapat

hidup dan berkembang secara alami.

Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk
mempertahankan kemurnian jenis dan atau varietas yang sudah
ada atau menghasilkan jenis dan atau varietas baru yang lebih
baik.

Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditanda oleh bentuk
tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat

lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.

Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman
atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau

mengembanghbiakkan tanaman.

Benih bina adalah benih dari varietas yang telah dilepas yang

produksi dan peredarannyadiawasi.

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang

perbenihan tanaman.
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Pasal 2...
Pasal 2

Pengaturan Perbenihan tanaman bertujuan:

a  Menjamin terpenuhinya kebutuhan benih bermutu secara

memadal dan berkesinambungan;

b.  Menjamin kelestarian plasma nutfah dan pemanfaatannya.

BAB Il
PLASMA NUTFAH

Pasal 3

(1) Plasma nutfah dikuasai oleh Negara, dan dimanfaatkan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Segala kegiatan yang langsung atau tidak langsung dapat
memusnahkan atau membahayakan kelestarian plasma nutfah,

dilarang.

Pasal 4

Pencarian, pengumpulan, dan pelestarian plasma nutfah dapat
dilakukan di dalam dan atau di luar habitatnya.

Pasal 5

(1) Pemerintah melakukan pencarian, pengumpulan, pemanfaatan,

dan atau pelestarian plasma nutfah.
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(2) Pencarian...

Pencarian dan atau pengumpulan plasma nutfah dapat dilakukan
oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum

Indonesia berdasarkan izin Menteri.

Pencarian dan atau pengumpulan plasma nutfah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) hanya untuk keperluan pemuliaan

tanaman.

Pencarian dan atau pengumpulan plasma nutfah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat pula dilakukan dalam
rangka kerjasama penelitian dengan pihak asing sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pencarian dan atau pengumpulan plasma nutfah
tumbuhan yang dilindungi harus terlebih dahulu mendapat izin

dari Menteri yang membidangi tumbuhan yang dilindungi.

Ketentuan lebih lanjut mengena perizinan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), diatur oleh Menteri.

Pasal 6

Pencarian dan atau pengumpulan plasma nutfah di dalam atau di
luar habitatnya harus dilakukan dengan menjaga kelestarian
plasma nutfah dan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan kegiatan pencarian dan atau pengumpulan
plasma nutfah harus didampingi oleh petugas yang ditunjuk
Menteri.

Hasil pencarian dan atau pengumpulan plasma nutfah dilaporkan

dan diserahkan sebagian kepada Menteri yang bertanggung jawab



